SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR (, TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Tahun 2024-2026;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 442 1)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



10.

1%.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022 Nomor 14);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom:;

Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan;

Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program;

Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari
tujuan program dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada
sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen
SAKIP.




Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan

b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran
strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
b. penggunaan IKU; dan
c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan

BAB I
IKU

Pasal 5

(1) IKU Pemerintah Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan percapaian
sasaran strstegis pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

(2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

(3) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan
IKU Pemerintah Daerah;

(2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran
dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
a.IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator
hasil; dan
b.IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator
hasil.

BAB III
PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

. perencanaan jangka menengah;

. perencanaan tahunan;

. penganggaran;

. menyusun dokumen penetapan kinerja;
pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi pemerintah;
pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
. pelaksanaan program dan kegiatan.

RS0 A0 o




BAB IV

PEMBINAAN KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU
Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang
membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.

Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan,
penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta
pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan
pembangunan.

Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2¢, b nman2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9% ?@bmn 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

O(W —
SARJAR, SH

NIP. 19761020 20501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR b
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